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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Dampak Refocusing Anggaran 
Terhadap Kinerja Anggaran Pada Lingkup Satker Polda Sulut Tahun Anggaran 
2021 – 2023. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian ini 
yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, Penelitian kuantitatif 
deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi objektif tentang suatu keadaan. Dari 
hasil uji ANOVA yang dilakukan, menemukan bahwa ternyata terdapat perbedaan 
kinerja anggaran sebelum dan sesudah refocusing. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa capaian kinerja lebih baik pada saat tahun 2023 setelah terjadinya refocusing 

anggaran, yang berarti bahwa dengan adanya refocusing anggaran maka akan 
semakin meningkatkan kinerja anggaran Satker di Kepolisian Daerah Provinsi 
Sulawesi Utara. Dampak refocusing terhadap pencapaian kinerja berpengaruh 
signifikan atas pelaksanaan program kegiatan berjalan dengan baik dan pencapaian 
kinerja anggaran sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Berdasarkan data 
penilaian AKIP seluruh satuan kerja (satker) di Polda Sulawesi Utara (Sulut) dari 
tahun 2021 hingga 2023, terdapat tren peningkatan kinerja akuntabilitas instansi 
pemerintah secara keseluruhan. Pada tahun 2021, Polda Sulut memperoleh predikat 
B dengan nilai 65,93, yang meningkat menjadi B dengan nilai 67,93 pada tahun 

2022, dan akhirnya mencapai predikat BB dengan nilai 70,13 pada tahun 2023. Hal 
ini menunjukkan adanya upaya perbaikan yang konsisten dalam pengelolaan 
anggaran dan akuntabilitas kinerja Meskipun terjadi peningkatan nilai AKIP secara 
keseluruhan, terdapat variasi performa antar-satker setiap tahunnya. Pada tahun 
2021, satker dengan nilai AKIP terendah adalah DITTAHTI, sedangkan nilai 
tertinggi dicapai oleh RORENA. 

Kata kunci: 
Dampak Refocusing Anggaran, 
Kinerja Anggaran. 

©2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh PT. Meka Insight Publisher. Artikel ini 

merupakan artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY 

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 

 

PENDAHULUAN 
Pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian utama pemerintah karena mencerminkan peningkatan 

kapasitas produksi nasional yang diwujudkan dalam kenaikan pendapatan negara. Namun, kebijakan fiskal 

perlu disesuaikan karena sumber penerimaan negara, khususnya perpajakan, belum dapat diandalkan 

sepenuhnya. Pemerintah bahkan memberikan relaksasi pajak sehingga penerimaan menurun. Untuk 
mengatasi hal ini, dilakukan refocusing anggaran yang difokuskan pada sektor kesehatan, bantuan sosial, 

dan dukungan bagi UMKM sebagai respons terhadap pandemi Covid-19. 

Salah satu instansi yang terdampak pandemi adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), 
termasuk Polda Sulawesi Utara (Polda Sulut). Anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk Polri ikut 

mengalami refocusing sehingga perencanaan dan program kerja yang telah disusun harus direvisi. Polda 

Sulut melaksanakan refocusing dalam empat tahap, dua tahap pada 2019 dan dua tahap lainnya pada 2020. 
Akibatnya, banyak kegiatan yang tertunda dan penyerapan anggaran menjadi terhambat, sehingga 

diperlukan evaluasi kinerja untuk mengukur efektivitas penggunaan anggaran melalui sistem akuntabilitas 

keuangan. 

Hasil evaluasi LAKIP Polda Sulut menunjukkan bahwa pada tahun 2021 hingga 2022, predikat 
yang diperoleh adalah “B” (Baik). Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan dengan predikat “BB” 

(Sangat Baik). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun refocusing anggaran menyebabkan keterlambatan 

program, namun pelaksanaannya tetap mampu meningkatkan kinerja anggaran. Evaluasi kinerja melalui 
SAKTI menjadi penting untuk memastikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja berjalan 

searah dengan akuntabilitas keuangan. 

Sejumlah penelitian sebelumnya mendukung temuan ini. Dachi (2021) menemukan bahwa 
pengalihan anggaran berdampak pada lingkungan kerja, kinerja pegawai, serta penyesuaian program 

pemerintah daerah. Sopanah dan Haikal (2020) serta Hasnita, Supriyadi, dan Razak (2023) juga menyatakan 

bahwa refocusing anggaran menjadi strategi utama dalam program pemulihan ekonomi nasional selama 
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pandemi Covid-19. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis dampak refocusing 

anggaran terhadap kinerja anggaran di lingkup satker Polda Sulut tahun anggaran 2021–2023.  
Rumusan masalah penelitian ini adalah mengenai dampak refocusing anggaran terhadap perbedaan 

kinerja anggaran pada lingkup satker Polda Sulut tahun anggaran 2021–2023. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana refocusing anggaran memengaruhi kinerja anggaran di Polda Sulut. Secara teoritis, 

hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi sebagai bahan kajian dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi. Sementara itu, secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi 

Polda Sulut untuk menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja anggaran 

sehingga dapat menjadi dasar dalam pengelolaan anggaran yang lebih efektif di masa mendatang. 
Refocusing menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada/belum, namun Humas Bungko 

(2020) mendefinisikan “pengertian secara etimologi refocusing anggaran berarti memusatkan atau 

memfokuskan kembali anggaran”. Selain itu, menurut Mailinda Eka et al. (2022) definisi secara gramatikal 
ialah suatu jalan untuk memberikan atensi terhadap sesuatu yang dipandang lebih bisa diutamakan dari hal 

lainnya. Mardiasmo (2015) mendefinisikan anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang 

hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial, dan penganggaran 

merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Bastian (2016) berpendapat bahwa 
anggaran merupakan paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi 

dalam satu atau beberapa periode mendatang. Anggaran berbasis kinerja (Perfomance based budgeting) 

pada dasarnya adalah sebuah sistem penganggaran yang berorientasi pada output. Bastian (2006) 
mengemukakan anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorintesai pada “output” 

organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk 

menggambarkan atau menjelaskan suatu keadaan secara objektif dengan menggunakan angka, mulai dari 
pengumpulan, penafsiran, hingga penyajian data (Arikunto, 2006). Penelitian ini memiliki variabel 

independen dengan tiga kategori sehingga digunakan metode uji beda untuk tiga sampel berpasangan 

(paired sample t-test). Populasi penelitian adalah Polda Sulut, sedangkan sampelnya adalah seluruh Satker 
Polda Sulut yang berjumlah 50 satker sebagai responden (Ferdinand, 2006). Data yang digunakan 

bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui laporan realisasi anggaran seluruh satker di Polda 

Sulut tahun 2021–2023 yang diambil dari operator SAKTI (Indriantoro dan Supomo, 2013). 
Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif deskriptif yang 

bertujuan membuat deskripsi objektif mengenai suatu keadaan dengan bantuan perhitungan statistik 

menggunakan program SPSS. Analisis data dilakukan melalui uji statistik deskriptif untuk menggambarkan 

data yang terkumpul tanpa bermaksud melakukan generalisasi (Sugiyono, 2019:206). Statistik deskriptif 
juga dapat digunakan untuk menganalisis korelasi antarvariabel, membuat prediksi dengan regresi, maupun 

membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. 

Selain itu, digunakan uji homogenitas untuk mengetahui apakah varians beberapa populasi sama 
atau tidak, yang menjadi prasyarat dalam analisis independent sample t-test dan ANOVA. Uji ini penting 

agar perbedaan yang muncul dalam uji statistik benar-benar akibat perbedaan antar kelompok, bukan karena 

perbedaan dalam kelompok. Selanjutnya, digunakan uji ANOVA (Analysis of Variance) untuk 

menganalisis perbedaan rata-rata antar kelompok dengan tujuan memeriksa variabilitas dalam maupun antar 
kelompok. Uji ini dapat berupa satu arah atau dua arah, dan hasilnya digunakan untuk menentukan apakah 

hipotesis nol dapat ditolak atau diterima berdasarkan signifikansi statistik yang diperoleh. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Capaian reformasi birokrasi bisa tercerminkan menurut Sasaran Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang 

mempunyai nilai bervariasi dengan menggunakan skala baku menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 

2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa 
rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan 

pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi 

pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja pemerintah. Data capaian Sasaran 

Kinerja Pemerintah (SAKIP) masing-masing satker selama tiga tahun 2021-2023. Rata rata penilaian AKIP 
seluruh satker di Polda Sulut pada tahun 2021: B dengan nilai :65,93, pada tahun 2022 : B dengan nilai : 

67,93, dan pada tahun 2023 : BB dengan nilai: 70,13. 

Tabel 1 Data capaian Sasaran Kinerja Pemerintah (SAKIP) masing-masing satker 
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Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif yang telah dilakukan, ditemukan bahwa capaian 

kinerja Satker di Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 

tahun ke tahun selama periode analisis 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, nilai rata-rata kinerja berada di 

angka 69,02% dengan standar deviasi sebesar 2,474%. Nilai ini meningkat menjadi 69,62% pada tahun 
2022 dengan standar deviasi yang lebih kecil, yaitu 1,634%. Kemudian pada tahun 2023, rata-rata kinerja 

kembali meningkat menjadi 69,99% dengan standar deviasi 1,720%. Hal ini menunjukkan adanya tren 

positif dalam kinerja keuangan Satker, dengan variasi kinerja yang semakin kecil setelah implementasi 

refocusing anggaran. 

Hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa data memiliki tingkat keseragaman yang baik, dengan 

nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, data dapat dianggap homogen, yang 

memberikan dasar kuat untuk melanjutkan analisis perbedaan kinerja antar periode. Berdasarkan hasil uji 

ANOVA, nilai signifikansi sebesar 0,000 mengindikasikan adanya perbedaan yang signifikan pada rata-rata 
kinerja antar periode. Hal ini membuktikan bahwa perubahan kebijakan, khususnya refocusing anggaran, 

memiliki pengaruh yang nyata terhadap kinerja Satker. 

Lebih lanjut, hasil deskriptif menunjukkan bahwa capaian kinerja terbaik terjadi pada tahun 2023. 
Tahun tersebut mencatatkan peningkatan rata-rata kinerja dibandingkan dua tahun sebelumnya, yaitu 

sebesar 0,370 poin lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Sebaliknya, kinerja terendah tercatat pada tahun 

2021 dengan perbedaan rata-rata sebesar -0,603 poin dibandingkan tahun 2022. Perbedaan capaian kinerja 
ini memberikan indikasi bahwa refocusing anggaran mampu mengarahkan sumber daya ke prioritas yang 

lebih strategis dan efektif. 

Penelitian ini sejalan dengan temuan Sopanah dan Haikal (2021), yang menyebutkan bahwa 

refocusing anggaran selama pandemi COVID-19 menjadi langkah tepat untuk meningkatkan kinerja 
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keuangan. Kebijakan refocusing ini memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien, sehingga dapat 

meningkatkan hasil kinerja yang signifikan, sebagaimana tercermin dalam perbaikan capaian pada tahun 
2023. Hal ini memperlihatkan bahwa strategi refocusing dapat menjadi model yang relevan untuk diterapkan 

dalam konteks pengelolaan keuangan sektor publik di masa mendatang. 

Kinerja Satker pada Polres Bitung tercatat sebagai yang terbaik pada tahun 2023 setelah 

implementasi refocusing. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan refocusing memberikan dampak positif 
pada pengelolaan sumber daya di tingkat unit operasional. Sebaliknya, capaian kinerja terendah berada pada 

Satker DITTAHTI pada tahun 2021, yang mencerminkan bahwa sebelum refocusing, terdapat tantangan 

signifikan dalam mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran. Perbedaan kinerja antar Satker 
juga mencerminkan bahwa keberhasilan implementasi refocusing tidak hanya bergantung pada kebijakan, 

tetapi juga pada kemampuan masing-masing Satker dalam menyesuaikan prioritas dan strategi. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa refocusing anggaran memberikan dampak positif 
terhadap peningkatan kinerja Satker, terutama pada tahun 2023. Kebijakan ini telah terbukti mampu 

mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas, sehingga menghasilkan capaian yang lebih baik. 

Namun, keberhasilan ini tetap memerlukan dukungan manajemen yang adaptif serta kemampuan 

pengelolaan yang efektif di setiap Satker untuk memastikan dampak positif dapat dirasakan secara merata. 
 

KESIMPULAN 

Dari hasil uji ANOVA yang dilakukan, menemukan bahwa ternyata terdapat perbedaan kinerja 
anggaran sebelum dan sesudah refocusing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian kinerja lebih baik 

pada saat tahun 2023 setelah terjadinya refocusing anggaran, yang berarti bahwa dengan adanya refocusing 

anggaran maka akan semakin meningkatkan kinerja anggaran Satker di Kepolisian Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara. Dampak refocusing terhadap pencapaian kinerja berpengaruh signifikan atas pelaksanaan 
program kegiatan berjalan dengan baik dan pencapaian kinerja anggaran sesuai dengan rencana yang 

ditetapkan. 

Berdasarkan data penilaian AKIP seluruh satuan kerja (satker) di Polda Sulawesi Utara (Sulut) dari 
tahun 2021 hingga 2023, terdapat tren peningkatan kinerja akuntabilitas instansi pemerintah secara 

keseluruhan. Pada tahun 2021, Polda Sulut memperoleh predikat B dengan nilai 65,93, yang meningkat 

menjadi B dengan nilai 67,93 pada tahun 2022, dan akhirnya mencapai predikat BB dengan nilai 70,13 pada 
tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan yang konsisten dalam pengelolaan anggaran dan 

akuntabilitas kinerja. 

Meskipun terjadi peningkatan nilai AKIP secara keseluruhan, terdapat variasi performa antar-satker 

setiap tahunnya. Pada tahun 2021, satker dengan nilai AKIP terendah adalah DITTAHTI, sedangkan nilai 
tertinggi dicapai oleh RORENA. Pada tahun 2022, nilai AKIP terendah dialami oleh Polres Bitung, 

sementara DITRESKRIMUM memperoleh nilai tertinggi. Pada tahun 2023, SATBRIMOB dan 

DITRESKRIMUM memiliki nilai AKIP terendah, sementara RORENA kembali menjadi satker dengan 
nilai tertinggi. 

Perubahan ini menunjukkan bahwa meskipun secara agregat kinerja Polda Sulut mengalami 

peningkatan, masih terdapat disparitas kinerja antar-satker yang memerlukan perhatian. Perlu ada analisis 
lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan nilai antar-satker, serta upaya strategis 

untuk meningkatkan kinerja satker dengan nilai terendah agar kesenjangan tersebut dapat diminimalkan. 

Hal ini penting untuk mendukung keberlanjutan peningkatan akuntabilitas dan efektivitas kinerja secara 

merata di seluruh satker Polda Sulut. 
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